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1. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku bagi pelaksanaan penyiapan Kajian Teknis(Technical
Justification)yang digunakan sebagai pendukung perubahan Kontrak dilingkungan
Direktorat Jenderal Bina Marga yang dibiayai oleh APBN.

2. Tujuan

Memberikan panduan tata cara penyusunan Kajian Teknis(Technical Justification) kepada
Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa, agar diperoleh hasil yang optimal dan memenuhi
persyaratan serta ketentuan perundang-undangan.

3. Acuan

1. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden
No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan
Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat No. 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan
Pedoman Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.
15/PRT/M/2015,tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat.

4. Permen PU No. 04/PRT/M/2009, tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM)
Departemen Pekerjaan Umum.

5. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga No. 02/SE/Db/2016, tentang Prosedur
Standar Pelaksanaan Perubahan (Addendum) kontrak.

4. Definisi
4.1 Kajian Teknis

Kajian Teknis adalah pembuktian tertulis yang disertai dengan penjelasan rinci
tentang adanya perubahan kebutuhan pada penyelenggaraan kegiatan yang
berdampak pada terjadinya perubahan konstruksi dan digunakan sebagai dasar
dilakukannya perubahan kontrak.
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